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ABSTRAK

Peningkatan kualitas pelayanan publik, terkait erat dengan perubahan
global yang terjadi saat ini, yang memacu persaingan semakin tinggi dan
tajam dalam berbagai sektor ekonomi, investasi dan jasa.

Selain itu pula semakin dengan diberlakukannya secara efektif
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Pemerintahan
Daerah, maka pemerintah yang semakin responsif, akomodatif dan adaptif
terhadap perubahan situasi lingkungan politik, ekonomi, sosial dan budaya
perlu ditindak lanjuti dengan mendesain organisasi birokrasi kualitas
pelayanan publik semakin meningkat.

Keinginan politik pemerintahan (political will) untuk melaksanakan
pemerintahan yang berbasis pada kepentingan dan keinginan masyarakat
(customer driven goverment), nampaknya sudah menemukan titik terang
dengan adanya followup dari Pemerintah Kabupaten Karo melalui perangkat
kebijakan vang implementatif yaitu keputusan Bupati Kabupaten Karo
Nomor 118/120 Tahun 2001 tentang Prosedur dan Mekanisme Pelayanan
Umum Prima.

Pada hakekatnya kebijakan tersebut merupakan upaya
mentranformasikan organisasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan
publik, dimana pada gilirannya organisasi birokrasi semakin efektif dalam
arti dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga
mampu memuaskan pengguna jasa publik dan didukung masyarakat serta
dapat memenuhi aspiras dan tuntutan perubahan yang bergulir cepat.

Dalam kaitan ini dapat dijelaskan bahwa dengan memodifikasi
variabel struktur birokrasi implementatif diyakini akan dapat meningkatkan
kinerja implementasi kebijakan Pemerintahan Kabupaten Karo dapat
semakin baik.

Penelitian telah dilakukan kepada Bagian Pelayanan Umum Prima
“One Stop Service” dan beberapa organisasi Dinas Pelaksana Teknis di

lingkun'%an Organisasi  Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo dan
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difokuskan untuk mencari jawaban rasional dari rumusan masalah penelitian
yaitu Sampai Sejauhmana Struktur Birokrasi dan Perilaku Aparatur Semakin
Responsif dan Akomodatif Terhadap Pelayanan Publik Beserta Faktor-
faktor Pengaruhnya yang Dapat Meningkatkan Implementasi Kebijakan
Pemerintahan Kabupaten Karo.

Implementasi kebijakan Pemerintahan Kabupaten Karo sangat
menentukan dan amat “Crucial” dan juga menjadi tolok ukur dari kinerja
organisasi birokrasi yang didukung dan mendapat kepercayaan masyarakat :
Oleh karena itu pelavanan yang memuaskan masyarakat harus dicari. sebab
apabila birokrasi tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat,
maka masyarakat sebagai pengguna jasa publik akan meninggalkan
birokrasi dan beralih kepada lembaga lain yang mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur Birokrasi dan
Perilaku Aparatur dalam melakukan pelayanan publik mempunyai hubungan
yang signifikan terhadap implementas: kebijakan Pemerintahan Kabupaten
Karo itu menyangkut :

1. Struktur Birokrasi — Kinerja Implementasi Kebijakan 0,720 — Kuat.
2. Perilaku Aparatur — Kinerja Implementas: Kebijakan 0,877 — Sangat
Kuat.

Penelitian ini membuktikan bahwa Struktur Birokrasi dan Perilaku
Aparatur dalam memberikan Pelayanan Publik melalui Pelayanan Umum
Prima “One Stop Service” menunjukkan pengaruh atau hubungan yang kuat
dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan Pemerintah.

Namun pada kenvataannva masth diperlukan penelitian dan
pengkajian ulang pada masa-masa yang datang karena belum ada struktur
organisasi birokrasi yang definitif dan legal permanen. karena struktur
masih cenderung mencari bentuk yang paling tepat. Sehingga kalaupun pada
kenyataan hasil penelitian ini signifikan dan kuat tetapi masih terdapat hal-
hal yang masih perlu dibenahi dalam memberikan pelayanan publik yang

berkualitas.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Karo dan Berastagi secara khusus adalah merupakan
tujuan wisata kedua setelah Parapat — Danau Toba. Kekayaan khasanah
budaya daerah dan keindahan alam yang memiliki ciri khas seperti Bukit
Gundaling Brastagi, Air terjun Sipiso-piso, pendakian Gunung Sibayak,
Tahura Bukit Barisan dan berbagai Rumah Adat Tradisional Karo Seperti
di Peceran, Lingga dan sebagainya.

Industri Pariwisata telah mengalami banyak perubahan khususnya
pada segmentasi pasar yang membutuhkan birokrasi atau pemerintah yang
efisien dan etektit dalam memberikan pelayanan, cepat dan inovatif.

Permintaan pelayanan jasa publik akan semakin meningkat baik
dari segi kuantitas, maupun dari segi kualitas seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya perbaikan pada tingkat
kesejahteraan, serta kondisi perekonomian yang selalu dipengaruhi
lingkungan yang terus menerus berobah (Armida, 1998 : 1).

Secara khusus pelayanan Pariwisata mengemuka sebagai salah satu
fokus yang harus diperhatikan, karena pada prinsipnya kegiatan pariwisata
berintikan pelayanan, konsep pelayanan yang berkualitas tidak hanya

dilakukbiVeRE TASMEDANVAREA tetapi berlaku pula pada instansi



pemerintah, sebab setiap pegawai negeri pada dasarnya bertugas sebagai
pelayan masyarakat, dan pegawai negeri yang bekerja di bidang Perizinan
Usaha dengan Method dengan Methode “One Stop Service” di Kébupaten
Karo tentu saja harus menunjukkan Kinerja (performance) yang
mengisyaratkan kemudahan bagi publik yang memerlukan jasa atau
bantuannva

Pelavanan yang memadai dan berhasil akan menvenangkan bagi
penerimanva, sebaliknya pelayanan yang tidak efektif menyebabkan
kekecewaan bagl penerimaannya. yang dapat berdampak pada keengganan
untuk datang lagi meminta bantuan, dan pada akhirnva mengganggu
pengembangan wirausaha dan penerimaan Pemerintah Kabupaten Karo
dari berbagai sektor usaha.

Masih sering terdengar bahwa sebagaian besar pegawail yang
bekerja di Instansi Pemerintah masih kurang didukung Struktur Birokrasi
dan Perilaku Aparatur yang handal dalam memberikan pelayanan publik,
sehingga berpengaruh terhadap Kabupaten Karo yang telah ditetapkan.

Di sampinng itu ada ungkapan yang muncul bahwa “Kalau
memang bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah” Ironisnya bahwa
hal tersebut ternyata masih banyak ditemui dikalangan yang justru bekerja
di bidang pelayanan publik yang nyata-nyata harus bertumpu pada

kualitas pelayanan.
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KEPUTUSAN BUPATI KAQG
NOMOR : e/ 1ee /e
TENTANG

PROSEDUR DAN MEXKANIEME PELAYMaNAKR UMM PRIMA

BUPATI T ]

Menimbang : a. sesual dengan peikembangan kKeadaan pada saat ina,
bahwa Kebutuhan priayanan kepada masyarakat dirasa
perlu membutunkan penanganais yvang cepat, mudah,

murah dan tepai waktu.

b. bahwa untuk melaksanakan nal tersebut dirasa
perlu menempatikan salaksanaan palayanan umum yang
terpusat padz suatu teampat dl Kantor Sekretariat
Pemerintah Kabupaten Karo.

¢. bahwa untuk keperluan hal Lersebut di atas,

dipandang perlu pengaturannya di tetapkan melalui
Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. tahun 1956 tenténg
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam lingkungan Daerah Prcpinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19%6
Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomcr 1092).

"~

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonssia Tahun 1999 HNomor 60,Tambahan lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3839).

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tesntang
S, B Parimbangan Xeuangan 1intara Pemerintah Pusat dan

Dasran (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun
RS”'“@M"E%&R%, Tambahan lembaran Negara Republik
! Indonesia Nomor 3848).

NILDA
ey I




Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Dasrah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun
2001 tunlany Yusunan Urganisasi dan Tataker)a
Sekretariat Daeran Kaoupat Kot Jan Selratarial
DPPNH wabupaten haro.

6. Peraturan Daerah Kabupi.en Karo Nomor 02 Tahun
2001 tentang Susunan Organisasi <an Tatakerja
Dinas-Dinas Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karc MNomor ©I Tahun
2001 tentang Susunan 0Organisasi dan ataker
Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN

Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Umum Penerpbira
Perizinan kepada masyzrakat/orang, organisasi dan
Badan Usaha prosesnya di lakukan melalul metode 1
(satu) jalur bertempat di gedung Kantor Sekretariat
Pemerintah kabupaten Karo.

Nrosedur dan qekanisme Lelayanan umum  tersebut nada
diktum pertama terdiri dari 2 (dua) meja pelayanan
yaitu : : )

a. Meja pertama adalali tempat menerima berkas
permohonan yang berasal dari pemohon dan diterima
oleh petugas sesual jenls opeckas permohonan yang
masuk .

b. Meja kedua adalah tempat penyerahan kewajiban
pemohon berupa pajak, retribusi .dan atau biavya
administrasi lainnya yang berkaitan dengan berkas
permohonan pemohon. %

c. Hasil akhir oermohonan diambil oleh pemohon pada

petugas meja pertama. %
|
Seluruh berkac-berkas pemohonan yang diteriha oleh
petugas penerima pada meja psrtama casuai jenisnya
diperoses penyelesaiannya oleh masing-masing instansi
=asual dengan bidang tugasnya dan pendistribusiannya
melalul Asisten Pemerintahan.

Kelengkapan persyaratan berkas permohonan harus
diberitahuxan olen petugis penerima kepada si pemohon

Sowt PENANGGUNG LV AWAR
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untuk di lengkaol pada saat petugas penerima pertana
ali menerima berkas p=armohcnan dari pemchon pada
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Waktu penvye salan
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Tembu~an Koputusan ini disampaika:n

selbiap

dmum

Keputusan ini berlaku sesjak
diubah
sebagaimana mestinya apabila

penatapan

| Ditetapkan
pada ba

SR

perkas permohonan da i

210l AN B (N UYL IR d
welztaniian pada proseddr darn

vandg telah ada sesual dengan .

tanggal ditetapkan dengan
dan diperbaiki kembali

dikemudian hari tardapat
ing.
di Kabanjahe
nergal ;q%vwhfr 2001
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1. Ketua DPRD Kab.Karo di Kaban)jaho.
2. Para Kepala Dinas/Kantor se naio. o . 4
I3. Para Asisten dan Kepala Bagiar, Setda nab. Kairo,
4. Para Camat se Kab.Karo.
S. Lurah dan Kepala Desa se Kabuparten Karo.
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